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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsepsi negara yang disebut sebagai “Negara Hukum” adalah pengertian 

yang menghendaki suatu kekuasaan negara ataupun kedaulatan haruslah 

dilaksanakan sesuai hukum.  A.V. Dicey menyebut, negara hukum 

menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan 

hukum (the rule of law). Menurutnya, terdapat 3 (tiga) unsur utama didalam 

negara hukum.  Pertama, supremacy of law, yaitu hukum mempunyai 

kekuasaan tertinggi di dalam negara.  Kedua, equality before the law, yaitu 

persamaan bagi seluruh warga Negara di hadapan hukum. Ketiga, constitusion 

based on individualrights, yaitu suatu konstitusi bukan sebagai sumber dari 

Hak Asasi Manusia (HAM), namun HAM harus juga memiliki aspek 

perlindungan.1 

Perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia 

adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan 

oleh masyarakat atau negara. Oleh karena itu Hak Asasai Manusia merupakan 

bagian penting daripada kehidupan bernegara maka Hak Asasi Manusia harus  

 

                                                           
 1Moch Ichwan Kurniawan, “Penerapan Asas Persamaan di hadapan Hukum dalam Praktik 

Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:221/Pid.B/2019/PN.Bdg)”, 

Jurnal Studi Hukum Pidana,(Januari 2021), hlm. 35. 



 

 

2 

 
 

dimiliki tiap orang sebagai manusia karena ia merupakan Hak dasar yang 

dibawa manusia sejak ia lahir dan juga Hak Asasi Manusia perlu ditegakkan 

dan direlasiasakan dengan sebaik-baiknya.  

 Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang 

adil mencakup sekurang-kurangnya:2 

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara 

2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau 

terdakwa; 

3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat 

rahasia); 

4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat 

membela diri sepenuhnya. 

 Keputusan   Presiden (Keppres) Nomor   12   Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19   yang   bertujuan   untuk   menekan   

penyebaran wabah   Corona   Virus   Disease   2019 (Covid-19)   yang semakin 

meluas, mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar 

sidang secara online untuk perkara pidana. 

 Persidangan Elektronik ini muncul akibat Wabah Pandemi Covid-19 di 

tahun 2020 turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan 

negara Republik Indonesia. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan 

menghadirkan para pihak yang berperkara, namun dalam kondisi yang 

                                                           
 2 Dinda Dinanti, Dinda Yuliana Wahyuningsih,“Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak 

Tersangka  Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,Jurnal 

Yuridis,(Desember 2016), hlm. 2. 
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mewajibkan social distancing ini, maka dicarikan alternatif lain berupa 

pelaksanaan sidang secara elektronik. Hal ini perlu dilakukan, karena bila 

persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, 

maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, 

maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status 

yang belum jelas dari para hakim. 

 Persidangan secara elektronik tidak hanya peradilan Indonesia yang telah 

menerapkan hal ini, dunia peradilan di Amerika Serikat telah menggunakan 

word processing, electronic legal research, billing programs, case 

management software. Pada tahun 1998 Administrative Office of the United 

States Courts melaporkan bahwa puluhan pengadilan di berbagai negara bagian 

telah menggunakan video conference dengan berbagai tujuan, di antaranya 

untuk pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim dan konseling 

yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang berbeda. Teknologi video conference 

inilah yang memunculkan Virtual Courts atau Virtual Courtrooms atau Virtual 

Courthouse.3 Hal ini muncul sebab ketidakpuasan para pencari keadilan 

terhadap sistem hukum yang ada dimana untuk mencari suatu keadila 

dibutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama.  

Sejak merebaknya pandemi COVID-19, pada tanggal 27 Maret 2020 

Amerika Serikat memberlakukan The Coronavirus Aid, Relief and Economic 

Security Act (CARES Act) hasil dari 116th Congress of The United States of 

                                                           
 3 Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Pesidangan 

Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Crepido, (Juli 2020), 

hlm. 53. 
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America yang diadakan pada tanggal 3 Januari 2020 di Washington DC. 

CARES Act merupakan salah satu instrument hukum public yang menerapkan 

kebijakan stimulus fiscal dan memperbolehkan penggunaan video conference 

pada perkara tertentu di pengadilan selama periode darurat yang ditetapkan 

sejak Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan Pernyataan Darurat Nasional 

melalui National Emergencies Act sampai 30 hari paska Pernyataan Darurat 

Nasional dicabut. Penerapan penggunaan media video conference atau 

telephone conference digunakan pada perkara Pidana tertentu dan perkara 

Pidana Anak (Juvenile Deliquency). Pemerintah Amerika Serikat juga 

menyiapkan sebuah website Judiciary Preparedness for Coronavirus 

(COVID-19) yang diakses pada https://www.uscourts.gov, di mana website ini 

memberikan informasi bagi para pengguna layanan hukum Pengadilan untuk 

dapat tetap mengakses pelayanan hukum secara online selama masa pandemi 

ini. Dengan adanya CARES Act, US Supreme Court menunda semua 

persidangan yang diadakan di pengadilan selama periode darurat.4 Penulis 

belum menemukan jumlah yang pasti mengenai angka kasus atau perkara yang 

disidangkan secara online menggunakan videoconference di Amerika Serikat 

namun penulis menemukan jumlah daftar stasistik persidangan elektronik oleh 

Pengadilan Negeri Lhokseumawe. 

 Berikut ini daftar statistik Pengadilan Negeri Lhokseumawe kelas 1 B yang 

telah melakukan implementasi daring atau persidangan elektronik pada tanggal 07 

April 2020-11 Februari 2021. 

                                                           
 4Ibid, hlm. 54 
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Tabel 1.1 

Jenis- Jenis  Perkara Persidangan Elektronik 

 

 
Sumber: Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2021 

 

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kasus perkara pidana  yang 

melakukan persidangan secara elektronik 13 perkara pidana dengan jumlah 

keseluruhan perkara yang melangsungkan persidangan secara elektronik 186 

perkara   dan jenis perkara tertinggi dengan kasus narkotika dengan jumlah perkara 

83 dan jenis perkara terendah kasus pemalsuan surat dengan jumlah 1 perkara. 

Perlindungan Hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk 

mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalu peraturan-

peraturan dimana tujuannnya memberikan rasa aman kepada setiap orang atau 

kepada setiap warga negara. Dalam Praktik, perlindungan hukum untuk warga 

negara sering terabaikan.5Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

                                                           
 5Anggun Malinda, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana, cet. 1, (Yogyakarta: 

Garudhawaca, 2016) hlm. 1. 
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dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.6C.S.T. Kansil berpendapat bahwa 

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh 

aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun 

fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.7 

Proses persidangan peradilan pidana dilakukan secara langsung di 

pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan 

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Pada saat 

KUHAPdiundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia, 

karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu 

dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan 

umum.8 

Proses persidangan tidak terlepas dari hukum acara pidana itu sendiri. 

Dalam hukum acara pidana ada asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas-asas 

yang menyangkut perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia (hak-hak 

asasi manusia).  

Adapun asas-asas tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang No 14 

Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, antara 

lain adalah : 

                                                           
 6 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, cet. 5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 4 

 7C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1989) hlm. 102. 
 8Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta,“Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap 

Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Diponegoro Law Jurnal, (Juli 

2016), hlm. 2. 
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a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan 

tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini disebut juga 

dengan istilah asas isonamia atau equality before the law. 

b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya 

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan 

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara 

yang diatur undang-undang. 

c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau 

dilakukan di muka sidang pengadilan, wajib diangggap tidak 

bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  

d) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atuapun diadili 

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena 

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib 

diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan 

para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena 

kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, 

dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi.9 

 Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan mengenai hak-hak dari pada 

terdakwa itu sendiri yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

                                                           
 9 Syarifuddin Pettanassedan Sri Sulastri, Hukum Acara Pidana, cet. 1. (Palembang: Unsri, 

2018) hlm 74. 
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Tentang Hukum Acara Pidana, adapun hak-hak terdakwa yang berkaitan dengan 

proses pengadilan, yaitu :  

1. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan 

2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang 

dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya 

3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 

tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara 

bebas kepada penyidik atau hakim.10 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberi pengaruh 

terhadap dunia pengadilan khususnya dalam proses persidangan. Oleh karena itu 

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. 

Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan bertujuan untuk memudahkan para 

pihak atau para pencari keadilan untuk tidak langsung datang ke pengadilan 

sehingga peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan terwujudkan. 

Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, 

Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan 

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana 

elektronik lainnya.11 Yang menjadi menarik dari persidangan secara elektronik ini 

adalah dimana hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, dan juga saksi 

tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan melainkan bisa mengikuti sidang 

                                                           
 10 Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN NO. 76 

Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 50-68. 

 11 Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan 

Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, Perma No. 4 Tahun 2020, Ps. 1. 
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melalui tempatnya masing-masing dibantu dengan aplikasi zoom. Bukan hanya 

persidangan elektronik yang sudah diimplementasikan namun mulai dari 

pendaftaran perkara, pengiriman berkas perkara, bahkan putusan daripada perkara 

tersebut sudah dilakukan secara elektronik 

Berkembangnya persidangan peradilan pidana secara elektronik ini 

memang memudahkan para pihak terkait. Namun disisi lain untuk terdakwa yang 

ditahan dirumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan kemudian harus 

melakukan persidangan secara elektronik dengan tidak didampingi penasihat 

hukumnya, apakah perlindungan hukum itu tetap ada apabila terdakwa mengikuti 

persidangan secara elektronik. Dengan tidak didampingi penasihat hukumnya 

secara langsung pada saat persidangan elektronik, terdakwa melakukan persidangan 

di rumah tahanan dan penasihat hukumnya melakukan persidangan di kantornya, 

ini akan menimbulkan problematika sebab penasihat hukum dari terdakwa tidak 

bisa secara bebas mengawasi keadaan terdakwanya apakah pada saat sidang 

berlangsung terdakwa tidak atau mendapatkan diskrimnasi, intimidasi, dan 

pengakuan secara paksa. 

Penulis melihat perlindungan hukum terhadap hak terdakwa dalam proes 

persidangan secara elektronik ini perlu diteliti dan dikaji agar dalam prosesnya 

peridangan secara elektronik ini tidak merugikan para pihak dan memang proses 

persidangan secara elektronik ini adalah jawaban dari kemajuan teknologi dan juga 

sebagai implementasi dari asas peradilan sederahana, cepat, dan biaya ringan. 

Oleh karena itu penulis melihatharus ada kepastian hukum terkait dengan 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara 
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Pidana Secara Elektronik ini.Maka berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik 

untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul“Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Secara 

Elektronik”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara 

Elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai? 

2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana 

Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pnagkalan Balai? 

3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa 

Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk memahami dan menganalisis Pelaksanaan Persidangan Perkara 

Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. 

2. Untuk memahami, mengetahui dan menganalisis kendala dalam 

Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di 

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. 
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3. Untuk memhamai dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana 

Secara Elektronik. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan wawasan mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak terdakwa dalam proses persidangan perkara 

pidana secara elektronik.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi 

masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas agar penelitian ini 

tetap mengarah pada permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan 

permasalahan yakni ruang lingkup, ruang lingkup daripada penelitian ini mengkaji 

hak terdakwa dalam proses pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

tetentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia.12 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-

subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:13 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan Hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan 

pemerintah dengan tujuan agar mencegah sebelum terjadinya pelanggaran 

serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, hal 

ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum 

preventif ini juga merupakan upaya melindungi hukum yang dimana 

masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendapat atau keberatannya 

sebelum pemerintah mengeluarkan keputusannya yang sudah final. 

 

                                                           
12Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas 

Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3. 
13Muchsin, Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu 

Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 3. 
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b. Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang isinya 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila telah terjadinya pelanggaran atau sudah terjadinya suatu 

pelanggaran. Kemudian pada perlindungan hukum represif ini memuat 

hukuman-hukuman yang ditujukan kepada para pelanggar-pelanggar 

norma hukum, jadi apabila seseorang yang haknya telah dilanggar oleh 

orang lain yang dapat merugikan moral dan/atau martabat orang tersebut 

maka perlindungan hukum represif ini sangat dibutuhkan. Perlindungan 

hukum represif ini juga merupakan upaya perlindungan hukum yang 

fungsinya sebagai penyelesaian pelanggaran yang telah terjadi. 

Penulis membuat penelitian dalam hal ini mengenai perlindungan 

hukum preventif kepada terdakwa terkait dengan hak-haknya yang telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

Kemudian pada perlindungan represif ditujukanuntuk terdakwa apabila 

terjadi pelanggaran hukum yang merugikan hak-haknya bisa segera dilaporkan 

kepada pihak terkait, supaya mudah dalam proses membela haknya apabila 

terjadi kerugian yang terjadi. 

2. Teori Kepastian Hukum 

 Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan 

dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis. Karena kepastian hukum 
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itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum.Ada dua macam pengertian 

kepastian hukum menurut Gustav Radbruch,yaitu:14 

a. Kepastian Hukum Oleh Hukum 

Kepastian hukum oleh hukum, memberikan tugas hukum yang lain, 

yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna. 

b. Kepastian Hukum Dalam dan/atau dari Hukum. 

Kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum 

itu sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang 

tersebut terdapat ketentuan yang bertentangan (Undang - Undang 

berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). 

G. Kerangka Konseptual 

1. Terdakwa 

 Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak 

pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang 

pengadilan. Adapun hak-hak terdakwa yang tertuang dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :15 

a. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. 

b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. 

                                                           
 14 Adriel Michael Tirayo & Yoefanca Halim, “Problematik Definisi Harta Pailit untuk 

Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU”, Jurnal Ilmiah Penegakan 

Hukum, (Desember 2019), hlm. 133 

 15Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 

Tahun 1981, TLN No. 3209. Ps. 50-64. 
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c. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan 

ketentuan sebagainiana dimaksud dalam Pasal 178. 

d. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut 

tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

e. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-

undang ini. 

f. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan 

penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan 

negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. 

g. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng 

hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan 

kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun 

tidak. 

h. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 

berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, 

kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka 

atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh 

tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau 

jaminan bagi penangguhannya. 
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i. Tersangka atau terdakwá berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungán kekeluargaan atau 

lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan 

bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan 

bantuan hukum. 

j. Tersangka atau terdakwa berhak secara Iangsung atau dengan 

perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima 

kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya 

dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan 

atau untuk kepentingan kekeluargaan. 

k. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat 

hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak 

keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi 

tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis 

l. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 

kunjungan dari rohaniwan. 

m. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk 

umum. 

2. Persidangan Pidana 

 Persidangan pidana atau yang sering disebut hukum acara pidana yang 

berpedoman kepada KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana 

adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati 
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kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 

perkara pidana dengan menerapan ketentuan hukum acara pidana.  

Atas dasar-dasar hal tersebut maka ada tiga tugas pokok dalam hukum acara 

pidana, yaitu :16 

a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil. 

b. Memberikan suatu putusan hakim. 

c. Melaksanakan keputusan hakim. 

3. Persidangan Elektronik 

 Persidangan Elektronik adalah serangkaian memeriksa, mengadili, 

memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan 

dukungan teknologi, informasi, komunikasi, dan audio visual dan sarana 

elektronik lainnya.17Dalam melaksanakan persidangan secara elektronik maka 

phak-pihak yang berperkara harus menjadi pengguna terdaftar dan mengikuti 

langkah-langkah dalam melaksanakan e-courtberdasarkan buku panduan e-

court dari Mahkamah Agung.18 

 

 

 

 

                                                           
 16 Pettanasse dan Sulastri, Hukum Acara Pidana, hlm. 67. 

 17Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara 

Pidana Secara Elektronik, Perma No.4 Tahun 2020. BN. No. 1128 Tahun 2020, Ps. 1 Ayat 13.  

 18Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, “Kajian Kritis Terhadap 

Dualisme Pengadilan Elektronik(E-Court)dan Konvensional”, Jurnal Batulis Civil Law Review, 

(November 2020), hlm. 16. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk membahas 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan penelitian 

hukum yuridis empiris. Dengan kata lain penelitian ini disebut dengan 

penelitian lapangan. 

Dalam penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan 

ialah metode yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini 

menggunakan data primer dan sekunder.19Data primer diperoleh dari 

lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara 

terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang 

dilakukan terhadap sejumlah informan secara purposive sampling, yakni 

Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelass II, Direktur LBH 

Palembang.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach). Pendekatan perundang-undangan atau statute approach 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

                                                           
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan 

Singkat, ed.1, cet.5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 13-14. 
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den regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.20 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

 Penelitian ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang 

memberikan sudut pandang berupa analisa penyelesaian permasalahan 

dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang 

melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai yang terkandung 

dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang 

digunakan.menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan 

mengupas isu hukum (legal issues) dalam penelitian normatif secara radikal 

dan mengupasnya secara mendalam.21 

c. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Approach) 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian berupa studi 

empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori terkait proses terjadi 

dan bekerjanya hukum di masyarakat. 

3. Sumber dan Bahan Hukum 

 Bahan penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                           
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.13, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2017) hlm. 93. 

 21 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia, 2008) hlm. 320. 
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2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana. 22 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 23 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan 

Secara Elektronik.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah segala kajian yang bersumber dari 

kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti; 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus 

hukum, artikel, media massa, dan internet.24 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara 

kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

                                                           
 22Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 

Tahun 1981, TLN No. 3209. 

 23Indonesia, Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU 

No. 48 Tahun 2009, TLN. No. 5076. 
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 13-14. 
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memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam 

wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interviewer 

(yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada 

narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancara 

dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-

katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat. 

Sedangkan metode pengumpulan data sekunder menggunakan teknik 

kepustakaan (lybrary research). Pengumpulan data dengan teknik 

kepustakaan ini untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca 

dan mempelajari literatur-literatur ataupun sember-sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini.25 

5. Lokasi Penelitian 

  Lokasi pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis, yaitu 

a. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai; 

b. Lembaga Bantuan Hukum Palembang 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), 

                                                           
25 Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Penerbit Maju, 2008) hlm. 

35. 
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kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang 

sama.26 Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri 

Palembang dan Lembaga Bantuan Hukum Palembang. 

b. Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.27 

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

Purposive Sampling/Jundamental Sampling. Sampel ini dipilih 

berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini 

peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat 

mewakili populasi. 

7. Analisis Bahan Hukum 

 Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara 

keseluruhanKemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, 

dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan 

dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti .28 

 

 

 

                                                           
 26Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 118 

 27Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 

117 
28Ibid, hlm. 36. 
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8. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah induktif. Penarikan 

kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifatdengan 

beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

dibahas dan diuraikan secara sistematis.29

                                                           
29Ibid, hlm. 37. 
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